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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINS| SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2005-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sebagai
pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD);

bahwa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
sebagal pedoman dalam menentukan arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan
secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil,
makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
| Tahun 2005-2025.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasoinal Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17}.
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2005-2025

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19405.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat
daerah sebagai wunsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah wunsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.
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Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun
2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah
dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005
sampai dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang llir Tahun 2005-2025
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya  disingkat RPJMN adalah  dokumen
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5
{lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (limaj
tahunan yang merupakan penjabaran Visi, Misidan
Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJMD
Provinsi Sumatera Selatan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa
yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten adalah bentuk
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instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah untuk periode
10 {sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai
dengan tahun 2025.

Program OPD adalah program yang dirumuskan
berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang memuat
indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan dan
sumber daya yang diperlukan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya, baik yang berupa personil (Sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk
barang/jasa.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk
mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan daerah.

Kabupaten/Kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya

yang diitetapkan sebagai satu kesatuan wilayah
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pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan
keterkaitan atau  pengaruh  dalam = pelaksanaan
pembangunan.

24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arah kebijjakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang

wilayah.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Pasal 2

1. Program Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai

dengan Program Pembangunan Daerah Kabupaten.

2. Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 3

Program Pembangunan Daerah Kabupaten mengacu kepada

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dan

RPJPN Tahun 2005-2025.

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 berisi :
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Bab 1. Pendahuluan

Bab2. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab 3. Permasalahan dan IsuStrategis
Bab 4. Visi dan Misi

Bab 5. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Bab 6. Penutup
Pasal 5

1. Program Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah
ini;

2. Program Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman dalam

' penyusunan RPJMD Kabupaten Penukal Abab Lematang
llir yang memuat visi, misi dan Program pembangunan

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 6

1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan
daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun
terakhir pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten diwajibkan menyusun Program Pembangunan

Daerah Kabupaten periode pemerintahan berikutnya.

2. Program Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun RPJMD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.




Pasal 7

1. Program Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan dalam
penyusunan visi, misi dan program para calon
Bupati/Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir pada

saat Pemilihan Kepala Daerah.

2. Program Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 selanjutnya menjadi pedoman
dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan arah

pembangunan daerah.

3. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya
menjadi pedoman dalam  penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan arah

pembangunan daerah.

BAB 111

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten.

2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap

berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Iir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2.t November 2017

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2V November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSI SUMATERA
SELATAN (7/PALI/2017)




